TAHUN 2022 NOMOR {00 SERI A NOMOR 60

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat
(1) Undang-Unduang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Dacrah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraluran
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Dacrah wajib
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah discrtai penjelasan  dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh perselujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana  dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun
2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat .../




Mengingal :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republk Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran — Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 504 9);

Undung-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lentang Penctapan
Peraluran Pemecrintah Pengganti Undang-Undang Nomor |1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemni
Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang .../




10.

11.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintahh Nomor 55 Tuahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negura Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), schagaimana telah diubah
denpan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talmun 2019 tentang
Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
lentang Perangkal Dacrah (Lembaran  Negara Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hale
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwukilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 fentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi .../




16.

17.

18.

19.

20,

21.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamalan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebugaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau  Menghadapi Ancaman Yuang Membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0Ho4:2);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tenlang Sistern
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaun Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuar Keuangan Dacrah serta
Pelakaanaan  dan  Pertanggungjawaban  Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifilasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 ‘Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan DPenggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana

telah .../




telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Keglatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23, Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah lentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DAN
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. DPenerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Dacrah.

4. Pendapatan .../




4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui
schagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

5. Dana Translfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dacrah untuk
digunakan sesuai dengan kewenangan Dacrahh guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yung dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai keglatan khusus,
baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

7. Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapalan tertentu APBN yang
dinlokasikan kepada Dacrah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemecrintah Pusat dan Dacrah.

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana vang bersumber dari pendapatan APBN yang dinlokasikan
dengan tujuan pemerataan Kemampuan keuangan antar Dacrah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisast.

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjulnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikun
kepada Daerah tertentu dengan tujuan  untuk  membantu
mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemcrintah Dacrah
yang diakui schagai pengurang nilai kekayaan bhersih dalam
periode Lahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah sctiap penerimaan yang perlu dibayeus
kembuali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah terdin atas Pendapatan

Dacrah, Belanja Dacrah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3 .../
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Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
schesar Rp. 876.723.343.252,00 yang hersumber dari:

a. Pendapalan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transler;

(1)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Pendapatan Asli Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.83.543.3569.252,00 yang terdiri
atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolann kekayaan dacrah yang, di pisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.
Pujuk Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan schesar Rp.24.833.060.949,00;
Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurut b
direncanakan schesar Rp.11.020.527.288,00;
Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ direncanakan
sebesar Rp.7.000.000.000,00;
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan scbesar Rp.40.689.771.015,00.

Pasal 5
Pendapatan transler sehagaimana dimuksud dalam Pasal 3 hurul
by direncanakan schesar Rp.793.179.984.000,00 yang terciri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusad; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemecrintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf a direncanakan sebesar
Rp.766.579.984.000,00;
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.600.000.000,00.

Pasal 6

Anggaran Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp892.723.343.252,00 yang terdin atas:

al

Belanja Operasi;
b. Belanja Modal.../




Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(4)

(5)

Pasal 7
Anggaran DBelanja Opcrasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a direncanakan sebesar Rp.597.549.206.433,00 yang
terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
¢. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbhesar Rp.334.829.442.832,00.
Belanja Barang dan Jasa scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.254.950.713.731,00.
Belanja Hibah sebaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf o
direncanakan sebesar Rp.3.173.049.870,00.
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul d direncanakan sebesar Rp.4.596.000.000,00,

Pasal 8
Belanja Modal schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp.147.260.841,095,00 yang lerdiri alus:
a. Belanja modal tanah.
ls. Belanja modal peralatan dan mesin.
¢. Belanja modal bangunan dan pedung,
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
c. Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.5,213,242,215,00.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan scbesar Rp.25.065.401.500,00.
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 0 direncanakan schesar
Rp.24.137.797.380,00,
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.87.702.080.000,00.

(6) Belanja.../




(6) Belanja modal aset letap lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.142.320.000,00

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

& hurul ¢ direncanakan sebesar Rp.1.773.000.000,00.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d dirchcanakan sebesar Rp.146.140.295.724,00 yang
terdiri alas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rp.3.455.358.824,00.

(3) Belanju Bantuan Keuangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.142.684.936.900,00.

Pasal 11
Anggaran pcmbiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rle.O(_)(j).OO0.000.00 yvang terdiri atas:
Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12
(1) Pencrimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a dircncanakan schesar Rp2l 000.000.000,00 yang terdiri
atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (ahun anggaran sebelumnya;
(2) Sisa lcbih perhitungan anggaran tahun anggaran scbelumnya
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan
sebesar Rp21.000.000.000,00.

Pasal 13
(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri
atas:

a. Penyertaan modal daerah;

(2) Penyprinnn ) /




(2)

(1)

(2)

(3)

Penyertaan modal dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pasal 14
Qelisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya dcfisit secbesar
Rp.16.000.000.000,00.
Pembiayaan neto  yang merupakan selisih  penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp.16.000.000.000,00.

Pasal 15
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupalen Samosir

tahun anggaran 2023;

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

4. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
herjalan,

b. Belanja daerah yang bersifat mengikal dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan secbelumnya, serta
amanat pcraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Dacrah dan/atau masyarakat.

Paoal 16 .../




Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Samosir ini, terdiri dari:

1.

10.

11,
12.

13.

14.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran [X

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi  Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi  Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgauisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis DPendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan,

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatun Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran,

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kesclarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara,

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD  dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program rioritas Daerah,;

Daftar Jumluh Pepawai DPer Golongun dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Lampiran X1V Daltar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sehelumnya

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan

Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang

Dircncanakan;

15, Lampirait.../




15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17
Bupati Samosir menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah.

Ditetapkan di Pangururén
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SAMOSIR

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

RAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIRTAHUN 2022 NOMOR 10 SsERl A NOMOR &0
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA:
8-201/2022
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